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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas pertolongannya 

“Pedoman Kode Etika Mahasiswa” dapat di sahkan. 

Dasar pemikiran penyusunan Pedoman Kode Etika Mahasiswa adalah bahwa mahasiswa 

sebagai insan yang perlu dididik bukan hanya dalam bidang ilmu, tetapi juga untuk menjadi 

manusia seutuhnya, dengan akhlak mulia dan bermoral tinggi. 

Berdasarkan Brainstorming dengan berbagai pihak, termasuk pakar dalam bidang etika, serta 

menampung pendapat dari para pendidik, pada akhirnya Pedoman Etika Mahasiswa tersusun 

dengan baik. 

Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung 

dalam kegiatan ini. 
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PENDAHULUAN 

 

1.1. Dasar Pemikiran 

 

Mahasiswa sebagai pelaku pendidikan memiliki aturan dan cara dalam bersikap dan 

bergaul dengan lingkungannya. Dalam pelaksanaannya, sikap dan tata cara dalam bergaul 

dan berinteraksi dengan lingkungannya mempunyai peraturan yang menuntut mahasiswa 

untuk mematuhi tata cara tersebut sebagai bentuk kepatuhan dan kesopanan terhadap 

orang lain. Dalam berinteraksi baik dengan teman, senior, manajemen, maupun dosen, 

diperlukan suatu etika dan moral yang harus ditaati. 

Selama ini, Institut yang identik sebagai tempat kaum cendikiawan dan intelek senantiasa 

dipercaya oleh publik. Institut merupakan wadah pengembangan IPTEK dan seni,  dan 

menjadi tolak ukur tata prilaku dan etika. Oleh karena itu, dalam kelangsungan 

perkuliahan di Institut, mahasiswa dihadapkan dengan peraturan dan tata tertib yang 

wajib ditaati baik berupa peraturan yang bersifat akademis maupun bersifat etika dan 

moral mahasiswa. Institut tidak hanya sekedar mencetak  pribadi yang pintar dan cerdas, 

tetapi juga harus mengedepankan etika, moral, sopan santun, dan profesional di 

bidangnya. 

Etika merupakan suatu hal yang sangat berhubungan dengan mahasiswa. Etika berperan 

penting bagi pribadi mahasiswa itu sendiri maupun orang lain. Mahasiswa disebut sebagai 

agen perubahan, yang memiliki cara berfikir yang rasional, ilmiah, dan semangat untuk 

berprestasi serta memiliki hasrat ingin tahu yang tinggi, memiliki sikap analitis, kritis, dan 

objektif serta sikap kreatif, dan inovatif. Sebagai cerminan masyarakat akademik yang 

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kesopanan, maka mahasiswa wajib 

menghargai dirinya sendiri. 

1.2. Maksud dan Tujuan Etika Mahasiswa 

 

1. Membentuk citra mahasiswa sebagai insan yang memiliki kesungguhan untuk menjadi 

manusia berkarakter, intelek, dan unggul. 

2. Membentuk citra mahasiswa sebagai generasi penerus yang memiliki integritas. 

3. Membentuk citra mahasiswa sebagai salah satu anggota civitas akademika yang 

berdisiplin dan peduli terhadap kesehatan dan lingkungan. 

4. Membentuk mahasiswa berakhlak mulia. 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam pedoman ini hal yang dimaksud dengan: 

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi; 

2. Institut adalah Institut Manajemen Wiyata Indonesia; 

3. Kampus adalah kampus Institut Manajemen Wiyata Indonesia; 

4. Mahasiswa adalah mahasiswa yang terdaftar di Institut Manajemen Wiyata Indonesia 

baik yang dinyatakan aktif, non aktif maupun cuti studi; 

5. Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada tujuan Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia (IMWI);  

6. Rektor adalah Pimpinan Institut Manajemen Wiyata Indonesia (IMWI) yang bertugas 

dan bertanggung jawab kepada yayasan;  

7. Wakil Rektor adalah pejabat yang membantu Rektor dalam melaksanakan tugas sehari-

hari di bidang masing-masing;  

8. Civitas Akademika Institut Manajemen Wiyata Indonesia adalah satuan yang terdiri dari 

tenaga atas tenaga akademik dan mahasiswa di lingkungan Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia; 

9. Kode Etika Mahasiswa adalah seperangkat kaidah perilaku sebagai pedoman yang harus 

dipatuhi dalam mengemban tugas sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia; 

10. Larangan adalah aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar oleh mahasiswa Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi; 

11. Sanksi adalah tindakan yang bersifat akademik dan/atau administratif yang dijatuhkan 

kepada mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang melakukan pelanggaran 

dan/atau kejahatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus; 
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12. Pelanggaran adalah perbuatan mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia baik 

dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di dalam maupun di luar kampus yang 

oleh ketentuan ini maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku di lingkungan Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia dinyatakan sebagai pelanggaran; 

13. Kejahatan adalah setiap perbuatan mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia 

baik sendiri-sendiri maupun bersama yang ditentukan sebagai kejahatan oleh Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan-peraturan lain yang berlaku 

di Indonesia; 

14. Lembaga kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intrakampus yang ada di 

lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia; 

15. Tim etika adalah suatu tim yang dibentuk oleh rektor Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia yang berfungsi mencari fakta, memeriksa kasus pelanggaran dan/atau 

kejahatan yang dilakukan mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia di dalam 

maupun di luar kampus serta memberikan rekomendasi sanksi. 
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BAB II 

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA 

 

Pasal 2 

Hak Mahasiswa 

Setiap mahasiswa mempunyai hak: 

a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan 

mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan norma asusila yang berlaku di dalam 

lingkungan akademik; 

b. Memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan di bidang akademik sesuai dengan 

minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan; 

c. Memanfaatkan fasilitas Institut Manajemen Wiyata Indonesia dalam rangka kelancaran 

proses belajar; 

d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang 

diikuti dalam penyelesaian studinya; 

e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta 

hasil belajarnya; 

f. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku; 

g. Memanfaatkan sumber daya Institut Manajemen Wiyata Indonesia melalui perwakilan 

atau organisasi kemahasiswan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan minat dan 

tata kehidupan bermasyarakat; 

h. Pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain di lingkungan Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku; 

i. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia; 

j. Memperoleh pelayanan khusus bilamana menyandang kekurangan fisik. 
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Pasal 3 

Kewajiban Mahasiswa 

Setiap mahasiwa berkewajiban untuk: 

a. Mematuhi semua peraturan atau ketentuan yang berlaku di Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia; 

b. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia; 

c. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang 

dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan kewajiban yang berlaku; 

d. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 

e. Menjaga kewibawaan dan nama baik Institut Manajemen Wiyata Indonesia; 

f. Menjunjung tinggi akhlak mulia sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Institut Manajemen 

Wiyata Indonesia. 
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BAB III 

LARANGAN UMUM 

 

Pasal 4 

(1) Mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia dilarang: 

a. Memiliki, mengambil, menjual, menyewakan, meminjamkan, menggandakan atau 

mengalihkan barang milik Yayasan Wiyata Indonesia atau Institut Manajemen 

Wiyata Indonesia atau milik lembaga kemahasiswaan Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia tidak sah; 

b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan baik langsung atau tidak 

langsung untuk menghalangi atau mengganggu atau menggagalkan: 

1) Aktivitas civitas akademika dan/atau tamu dalam wilayah Institut Manajemen 

Wiyata Indonesia; 

2) Penggunaan fasilitas yang dikelola Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

c. Mencuri, merusak, atau mengubah menjadi tidak baik atau tidak berfungsi fasilitas 

yang ada di lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia; 

d. Secara langsung atau melalui orang lain memaksa, mengecam atau menteror 

pejabat, dosen, karyawan atau sesama mahasiswa untuk tujuan tertentu; 

e. Melakukan sesuatu tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan 

keamanan, atau keselamatan orang; 

f. Menghasut atau membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang 

mengganggu atau merusak fungsi dan tugas Institut Manajemen Wiyata Indonesia; 

g. Membawa, menyimpan atau menggunakan suatu benda atau barang yang patut 

disadari dan/atau diketahuinya dapat membahayakan diri atau orang lain; 

h. Melakukan suatu tindakan yang patut disadari atau setidak-tidaknya patut 

diketahuinya bahwa tindakan itu mengganggu mengancam atau membahayakan 

dirinya dan/atau orang lain; 

i. Menolak atau tidak bersedia melaporkan atau mempertanggungjawabkan 

keuangan dan kegiatan kemahasiswaan menurut peraturan yang berlaku; 

j. Menghina, melecehkan, memfitnah mencemarkan nama baik atau melakukan 

perbuatan yang tidak menyenangkan; 

k. Melakukan perbuatan yang disadari atau setidak-tidaknya diketahuinya sebagai 

perbuatan curang dan/atau perbuatan tercela lainnya; 

l. Melakukan tindakan di dalam maupun di luar kampus yang menurut ketentuan 

KUHP digolongkan sebagai tindak pidana; 
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m. Memakai pakaian yang disadarinya atau setidak-tidaknya melanggar norma 

kesopanan, kesusilaan, dan ajaran agama; 

n. Melakukan perbuatan yang di sadarinya atau setidak-tidaknya diketahuinya 

melanggar norma-norma kesusilaan, dan ajaran agama misalnya: Berangkulan 

dan/atau berciuman antara laki-laki dengan perempuan, terlebih hubungan 

seperti layaknya suami istri dan/tau berprilaku seks lainnya di dalam wilayah 

kampus, dan/atau di luar kampus yang mencemarkan nama baik Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia. 

(2) Merokok, membagi-bagikan atau mendatangkan sponsor rokok di dalam kampus atau 

menyelenggarakan kegiatan di luar kampus atas nama Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia yang menggunakan sponsor perusahaan rokok. 

(3) Sanksi terhadap pelanggaran yang ditentukan Pasal 4 Ayat (1)  di atas dapat dikenakan 

sanksi secara alternatif atau kumulatif sesuai dengan jenis sanksi yang tersebar dalam 

Pasal 21 Ayat (2). 

(4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pasal 4 Ayat (1) huruf m akan diatur tersendiri. 
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BAB IV 

ETIKA BERKREASI, ETIKA BEREKSPRESI DAN ETIKA BERBUSANA 

 

Pasal 5 

(1) Etika berkreasi merupakan tata nilai yang diharapkan acuan bagi mahasiswa dalam 

penciptaan karya dalam bentuk tulisan, gambar, poster, leaflet, tarian, polisi dan 

sebagainya. Mahasiswa pada dasarnya harus memiliki sikap kreatif sebagai insan 

akademis. 

(2) Sikap kreatif sebagaimana dimaksud dilandasi oleh kejujuran sikap, kritis dan rasional. 

Sikap kreatif mahasiswa tertama ditujukan untuk kepentingan pengembngan ilmu 

pengetahuan, teknologi dan seni, serta menjunjung tinggi nama baik almamater dengan 

menekankan pada upaya mewujudkan hasil karya yang langka dan orisinil. 

(3) Sikap kreatif dikembangkan dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat 

kemanusiaan serta nilai-nilai moral keagamaan. 

Pasal 6 

(1) Etika berekspresi merupakan tata nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi mahasiswa 

dalam berekspresi, yakni mengemukakan pendapat, pandangan, ide, atau gagasan, serta 

konsep, baik secara lisan maupun tertulis, sebagai bagian dari upaya pengkajian ilmu 

pengetahuan sesuai dengan bidangnya, serta dalam fungsi sebagai kontrol sosial. 

(2) Sebagai bagian dari insan akademik mahasiswa mempunyai kebebasan akademik. 

Mahasiswa bebas dalam mengungkapkan pendapat, pandangan, ide atau gagasan, konsep 

dan semacamnya di lingkungan kampus, baik di dalam maupun di luar forum perkuliahan. 

Kebebasan sebagaimana dimaksud didasari motif yang baik dan konstruktif, serta 

diakukan dengan cara-cara yang santun, bertanggung jawab, dengan memperhatikan 

norma atau kaidah keilmuan, nilai-nilai agama kepribadian bangsa, dan segala ketentuan 

yang berlaku. 

(3) Dalam rangka ini maka ungkapan-ungkapan yang bersifat penghinaan, pelecehan, fitnah, 

dan pencemaran nama baik terhadap pihak-pihak tertentu merupakan sesuatu yang 

layaknya dihindarkan. 
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Pasal 7 

(1) Etika berbusana merupakan seperangkat nilai yang diharapkan menjadi acuan bagi 

mahasiswa dalam berpakaian dan/atau berdandan. Mahasiswa sebagai insan akademik 

hendaknya membiasakan berbusana yang mencerminkan nilai-nilai etis, estetis, dan 

religius, sehingga menampakkan keberadaannya sebagai warga civitas akademika yang 

sopan dan berbudaya. 

(2) Berbusana yang tidak mencerminkan nilai-nilai sebagaimana disebutkan di atas justru 

akan merendahkan martabatnya sebagai insan cendikia. Ketika mahasiswa mengikuti 

kuliah atau berurusan dengan birokrasi di kampus dengan berpakaian rapi, bersih dan 

sopan, dapat mencerminkan penampilan sebagai insan akademis. 

(3) Mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia diwajibkan: 

a. Berpakaian yang sopan mencerminkan sikap insan yang terpelajar; 

b. Pakaian yang sesuai bagi mahasiswa bersifat formal atau semi formal, misalnya 

paduan kemeja resmi; 

c. Pakaian resmi mahasiswa di dalam pada hari senin dan rabu adalah pakaian seperti 

ketentuan berikut ini ; 

a) Baju Kemeja lengan Panjang berwarna Abu-abu 

b) Dasi panjang berwarna merah 

c) Jaz / Blazer berwarna Abu-abu  

d) Celana Panjang  /Rok berwarna Abu-abu 

e) Sepatu Pria /wanita berwarna hitam (Sepatu Kerja), dan untuk wanita dengan 

Hak sepatu min 3 Cm yang disediakan oleh Pihak Kampus. 

f) Untuk wanita menggunakan Stocking berwarna hitam yang disiapkan pihak 

kampus 

d. Pakaian resmi mahasiswa di dalam pada hari selasa dan kamis adalah pakaian seperti 

ketentuan berikut ini ; 

a) Kemeja berkerah 

b) Dasi menyesuaikan dengan warna baju 

c) Celana panjang / rok berwarna gelap minimal 5 Cm di bawah lutut. 

d) Sepatu pria /wanita berwarna hitam (Sepatu Kerja), dan untuk wanita dengan 

hak sepatu min 3 Cm yang disediakan oleh Pihak Kampus. 
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e) Untuk wanita menggunakan stocking berwarna abu yang disiapkan pihak 

kampus 

e. mahasiswa diperbolehkan berpakaian batik dan rapi setiap hari Jum’at seperti 

ketentuan berikut ini ; 

a) Kemeja Batik  

b) Celana panjang / rok berwarna Gelap minimal 5 Cm di bawah lutut. 

c) Sepatu pria /wanita berwarna hitam (Sepatu Kerja), dan untuk wanita dengan 

hak sepatu min 3 Cm yang disediakan oleh pihak Kampus. 

d) Untuk wanita menggunakan stocking berwarna abu yang disiapkan pihak 

kampus 

f. mahasiswa diperbolehkan berpakaian babas dan rapi pada hari Sabtu seperti 

ketentuan berikut ini ; 

a) Kemeja Casual (non formal) berkerah 

b) Celana panjang / rok berwarna gelap minimal 5 Cm dibawah lutut. 

c) Sepatu pria /wanita berwarna hitam (Sepatu Kerja), dan untuk wanita dengan 

hak sepatu min 3 Cm yang disediakan oleh Pihak Kampus 

d) Menggunakan blazer/jaz almamater. 

g. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya. 
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BAB V 

PEMALSUAN 

 

Pasal 8 

(1) Dengan sengaja memalsukan tanda tangan, surat keterangan dan/atau rekomendasi dari 

pejabat, dosen, karyawan di lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia atau 

stempel yang berlaku untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna memperoleh 

atau telah memperoleh fasilitas tertentu di lingkungan Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia dan/atau di luar Indonesia atau setidak-tidaknya dapat merugikan Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia dikenakan sanksi skorsing akademik selama-lamanya 2 

(dua) semester. 

(2) Dengan sengaja secara langsung atau tidak langsung memalsukan, menyalahgunakan 

surat atau tanda tangan bukti ujian atau tanda bukti atau penjiplakan karya ilmiah atau 

bukti-bukti lain untuk kepentingan pribadi dan/atau orang lain guna mendapatkan atau 

telah mendapatkan fasilitas tertentu di dalam maupun di luar lingkungan Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-

lamanya 2 (dua) semester. 

(3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan Ayat (1)  dan Ayat (2) diatas dikenakan 

sanksi maksimal diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

Pasal 9 

(1) Dengan sengaja tanpa seizin pihak yang berwenang dan/atau bekerja sama dengan orang 

lain mengubah atau mengganti mata perkuliahannya di dalam KRS dikenakan sanksi 

pembatalan seluruh mata kuliah tersebut dan/atau skorsing kegiatan akademik 1 (satu) 

semester. 

(2) Dengan sengaja tanpa hak dan seizin pihak yang berwenang dan/atau bekerjasama 

dengan orang lain mengganti mata kuliah milik orang lain dikenakan skorsing kegiatan 

akademik selama-lamanya 2 (dua) semester. 

(3) Pengulangan terhadap tindakan yang ditentukan Ayat (1) dan Ayat (2) diatas dikenakan 

sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia. 
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Pasal 10 

 

(1) Dengan sengaja melakukan atau menyuruh atau bekerja dengan orang lain mengubah 

atau mengganti nilai dalam komputer atau transkrip nilai atau bukti catatan nilai sehingga 

berbeda dengan aslinya dikenakan skorsing 2 (dua) semester atau sanksi pembatalan 

seluruh nlai mata kuliah yang dipalsukan dan/atau setinggi-tingginya diberhentikan 

sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

(2) Pengulangan tindakan yang ditentukan oleh Ayat (1) diatas dikenakan sanksi 

diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

Pasal 11 

(1) Dengan sengaja meminta atau menyuruh orang lain mengganti kedudukannya sebagai 

peserta ujian dengan memalsukan seluruh atau sebagian dari bukti-bukti sebagai peserta 

ujian dikenakan sanksi pembatalan hasil ujian dan/atau sanksi skorsing kegiatan 

akademik selama-lamanya 2 (dua) semester. 

(2) Dengan sengaja bertindak sebagai pengganti (joki) dalam ujian seseorang mahasiswa atau 

calon mahasiswa dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) 

semester. 

(3) Mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang melakukan pengulangan 

perbuatan seperti ditentukan Ayat (1) dan Ayat (2) diatas dikenakan sanksi diberhentikan 

sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 
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BAB VI 

PENCURIAN DAN PENGRUSAKAN 

Pasal 12 

(1) Setiap mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang langsung atau tidak 

langsung memeras dan/atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan 

sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester. 

(2) Setiap mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang baik langsung maupun tidak 

langsung memeras dan/atau mengancam pejabat, dosen dan/atau karyawan di 

lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia dikenakan sanksi skorsing kegiatan 

akademik selama-lamanya 2 (dua) semester. 

(3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatas dikenakan 

sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 
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BAB VII 

PEMERASAN, PENGANCAMAN, PENGANIAYAAN, DAN PERKELAHIAN 

Pasal 13 

(1) Setiap mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang langsung atau tidak 

langsung memeras dan/atau mengancam sesama mahasiswa atau orang lain dikenakan 

sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester. 

(2) Setiap mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang baik langsung maupun tidak 

langsung memeras dan/atau mengancam pejabat, dosen dan/atau karyawan di 

lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia dikenakan sanksi skorsing kegiatan 

akademik selama-lamanya 2 (dua) semester. 

(3) Pengulangan tindakan seperti tindakan disebutkan di dalam Ayat (1) dan Ayat (2) di atas 

dikenakan sanksi setinggi-tingginya, yaitu diberhentikan sebagai mahasiswa Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia. 

Pasal 14 

(1) Setiap mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang menganiaya sesama 

mahasiswa atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 

2 (dua) semester. 

(2) Sesama mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang menganiaya pejabat, 

dosen, karyawan dan/atau orang lain di lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia 

dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 2 (dua) semester atau setinggi-tingginya 

diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

(3) Pengulangan tindakan seperti disebutkan Ayat (1) dan Ayat (2) atau tindakan tersebut 

menyebabkan cacat atau mati dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai 

mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

Pasal 15 

(1) Setiap mahasiswa yang terlibat perkelahian di lingkungan dan/atau di luar Institut 

Manajemen Wiyata Indonesia dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) 

semester. 

(2) Pengulangan tindakan yang dilakukan pada Ayat (1) dikenakan sanksi, yaitu 

diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 
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BAB VIII 

MINUMAN KERAS, NARKOTIKA, DAN OBAT-OBAT TERLARANG 

Pasal 16 

(1) Setiap mahasiswa yang minum minuman keras, membagi-bagikan atau 

memperdagangkan minuman keras dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) 

semester. 

(2) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, 

menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan narkotika dikenakan sanksi skorsing 

akademik setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen 

Wiyata Indonesia. 

(3) Setiap mahasiswa, langsung atau tidak langsung menyalahgunakan, memiliki, membawa, 

menyimpan, memperdagangkan, menyebarkan segala jenis obat terlarang dikenakan 

sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia. 

(4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam Ayat (10), Ayat (2) dan Ayat (3)  diatas 

dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

Pasal 17 

(1) Setiap mahasiswa yang bermabuk-mabukkan di lingkungan kampus Institut Manajemen 

Wiyata Indonesia dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik setinggi-tingginya 2 (dua) 

semester. 

(2) Setiap mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang dalam keadaan mabuk 

berurusan dan/atau mengikuti aktivitas apapun di lingkungan Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-lamanya 2 (dua) 

semester. 

(3) Jika mabuk-mabukan itu mengakibatkan terganggunya proses belajar mengajar atau 

mengakibatkan kerusakan atau mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dikenakan 

sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia. 

(4) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam Ayat (1), Ayat (2), dan Ayat (3) di atas 

dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 
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BAB IX 

TINDAK ASUSILA, PERJUDIAN, PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK 

Pasal 18 

(1) Setiap mahasiswa yang mengucapkan kata-kata tidak senonoh atau berbuat sesuatu 

terhadap lawan jenis atau sejenis di suatu tempat atau ruangan yang patut disadarinya 

atau diketahuinya bahwa perbuatan itu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, 

peraturan, dan ajaran agama dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) 

semester. 

(2) Setiap mahasiswa yang melakukan hubungan seksual (zina) dikenakan sanksi 

diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

(3) Setiap mahasiswa yang langsung atau tidak langsung terlibat perkosaan dikenakan sanksi 

setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia. 

(4) Setiap mahasiswa yang menjual, menyebarkan, mempertontonkan pornografi dikenakan 

sanksi skorsing akademik 1 (satu) semester. 

(5) Setiap mahasiswa yang mengadakan, mengikuti atau berperan serta dalam kegiatan 

perjudian dalam bentuk apapun dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-

lamanya 2 (dua) semester. 

(6) Pengulangan tindakan seperti disebutkan dalam Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan 

Ayat (5) di atas dikenakan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen 

Wiyata Indonesia. 

Pasal 19 

(1) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik sesama mahasiswa 

dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik 1 (satu) semester. 

(2) Setiap mahasiswa yang menghina dan/atau mencemarkan nama baik pejabat, dosen, 

karyawan dan/atau orang lain dikenakan sanksi skorsing kegiatan akademik selama-

lamanya 2 (dua) semester. 

(3) Pengulangan terhadap tindakan seperti disebutkan dalam Ayat (1) dan Ayat (2) diatas 

dikenakan sanksi setinggi-tingginya diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen 

Wiyata Indonesia. 
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BAB X 

PENYALAHGUNAAN KEUANGAN 

Pasal 20 

Mahasiswa yang tidak mempertanggung jawabkan aktivitasnya atau terlibat langsung atau 

tidak langsung dengan penyalahgunaan keuangan Lembaga Kemahasiswaan atau yang 

bersumber dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia atau sumber lain dikenakan sanksi denda 

administrasi dan/atau skorsing akademik dan/atau penundaan kelulusan. 

BAB XI 

PELAPORAN 

Pasal 21 

Setiap warga kampus yang mengalami dan/atau melihat dan/atau mendengar sendiri tentang 

tindakan pelanggaran dan/atau kejahatan di lingkungan kampus Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia harus melaporkan kepada rektor.  

BAB XII 

PELANGGARAN ETIKA DALAM BIDANG PENGAJARAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN 

Pasal 22 

Tindakan dan prilaku yang melanggar etika bagi mahasiswa meliputi kegiatan intrakurikuler 

dan ekstrakurikuler. Keduanya berhubungan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi 

di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan penulisan imiah, dan pengabdian kepada 

masyarakat.  

1. Kegiatan Intrakurikuler 

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

1) Melakukan atau tidak mengikuti kuliah atau kegiatan kurikuler lainnya tanpa 

memberi tahu dan/atau tanpa alasan yang jelas kepada dosen. 

2) Mengganggu proses belajar mengajar di kelas. 

3) Melanggar nilai dan norma kejujuran ilmiah baik langsung maupun tidak 

langsung dalam mengikuti ujian atau bentuk evaluasi lainnya dalam proses 

pembelajaran. 

4) Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dan/atau 

asusila dengan dosen/tenaga kependidikan sesama mahasiswa. 
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5) Melakukan interaksi dan tindakan yang mengandung unsur komersial dengan 

dosen/tenaga kependidikan sesama mahasiswa, dalam usaha memperoleh soal 

atau nilai hasil ujian atau fasilitas belajar dan fasilitas lain untuk memperoleh 

keuntungan pribadi, sehingga menodai proses pembelajaran. 

6) Mempunyai sikap tidak terbuka terhadap kritik/koreksi dalam proses 

pembelajaran di kelas atau kampus demi mempertahankan 

pandangan/pendapat/kepentingan pribadi dalam rangka pelaksanaan tugas-

tugas kurikuler. 

7) Menyembunyikan atau tidak menyebutkan sumber informasi ilmiah yang 

diperoleh dari orang lain dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kurikuler. 

8) Menyuruh mahasiswa junior melakukan suatu tugas di luar tugas resmi. 

9) Memalsukan tanda tangan dosen, Pimpinan, atau sesama mahasiswa, termasuk 

memalsukan dokumen. 

Pasal 23 

Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah 

(1) Mengaburkan rancangan penelitian dengan tidak menjelaskan rancangan tersebut untuk 

penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi selengkapnya secara jujur kepada sumber 

data, sehingga menimbulkan kecurigaan dan kekhawatiran, bahkan ketakutan warga 

masyarakat yang diteliti. 

(2) Melakukan manipulasi atau bahkan memalsukan data (primer dan/atau sekunder) untuk 

kepentingan pembenaran suatu pandangan atau kepentingan pribadi atau tugas 

akhir/skripsi/tesis/disertasi tidak ilmiah. 

(3) Melakukan Plagiarisme sebagian atau seluruh hasil penelitian atau kajian orang lain dalam 

rangka penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi. 

(4) Melakukan penulisan tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi yang mengandung unsur-unsur 

yang bertentangan dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. 

 

Pasal 24 

Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

Melakukan tindakan di luar ketentuan dan norma-norma akademik dalam kegiatan KKN, PKL, 

atau sejenisnya sehingga merugikan nama baik lembaga/sivitas akademika/Program 
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Studi/Institut atau menimbulkan ketegangan bahkan keresahan dalam kehidupan masyarakat 

yang bersangkutan. 

Pasal 25 

2. Kegiatan Ekstrakurikuler 

a. Bidang Pendidikan dan Pengajaran 

1) Mengikuti berbagai kegiatan akademik (diskusi ilmiah, seminar, lokakarya, 

lomba karya ilmiah dsb) di dalam atau di luar kampus tanpa kesungguhan 

berpartisipasi secara akademis, tetapi lebih mengutamakan kepentingan pribadi 

atau menyenangkan pihak-pihak tertentu. 

2) Mengikuti berbagai kegiatan akademik tanpa sepengetahuan dan persetujuan 

program studi dan Institut. 

3) Mengemukakan pandangan/pendapat yang bersifat provokatif-politis dalam 

berbagai kegiatan akademik, sehingga menimbulkan ketegangan/kerusuhan 

sosial dalam kehidupan masyarakat luas. 

4) Melakukan berbagai kegiatan kemahasiswaan (pengembangan minat dan 

kegemaran, organisasi, kesejahteraan, bakti sosial, dsb) yang bertentangan 

dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah, nilai-nilai sosial kemanusiaan. 

 

b. Bidang Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah  

1) Melakukan kegiatan penelitian/kerja praktik atas inisiatif sendiri yang 

mengandung unsur pelanggaran terhadap norma-norma kegiatan akademik. 

2) Melakukan berbagai tindakan yang mengandung unsur provokatif-politis dalam 

rangka kegiatan penelitian atas inisiatif sendiri, sehingga menimbulkan 

keresahan dan gangguan kehidupan masyarakat luas. 

3) Menulis dan menyebarluaskan karya ilmiah melalui berbagai kegiatan akademik 

dan/atau media massa yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan 

dengan sifat dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. 

4) Berbagai kegiatan akademik dan/atau media massa yang mengandung unsur-

unsur provoktif-politis sehingga menimbulkan keresahan, kerusuhan dalam 

kehidupan masyarakat luas. 

 

c. Bidang Pengabdian kepada Masyarakat 

1) Melakukan berbagai tindakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

dan inisiatif sendiri yang mengandung unsur pelanggaran terhadap etika dan 

norma-norma kegiatan akademik. 
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2) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat yang mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan 

sift dan nilai-nilai kebenaran ilmiah. 

3) Mengemukakan pandangan/pendapat dalam rangka pengabdian kepada 

masyarakat yang mengandung unsur provokatif-politis, sehingga menimbulkan 

gangguan atau bahkan rusaknya tata kehidupan masyarakat luas. 

 

 BAB XIII 

PROSEDUR PEMERIKSAAN 

Pasal 26 

Pencarian fakta, pemeriksaan, dan pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tentang adanya 

kejahatan dan/atau pelanggaran oleh mahasiswa dilakukan oleh Tim Etika; 

Untuk kepentingan pemeriksaan dan pembuatan BAP, Tim Etika berhak memanggil atau 

menghadirkan tersangka/terlapor/teradu atau saksi melalui surat tercatat sebanyak-

banyaknya dua kali; 

Pemanggilan tersangka/terlapor/teradu diperlukan selain untuk memberikan keterangan juga 

pembelaan; 

Apabila tersangka/terlapor/teradu tidak hadir dalam pemeriksaan walaupun sdah di panggil 

secara patut maka pemeriksaan dapat terus dilanjutkan dan hak tersangka/terlapor/teradu 

gugur; 

Hasil pemeriksaan yang tersusun dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diajukan kepada 

Pimpinan Institut sesuai kewenangan penetapan saksi. 

Pasal 27 

Sanksi dijatuhkan kepada sivitas akademika yang melanggar etika, baik dalam bidang 

pendidikan-pengajaran, penulisan karya ilmiah dan publikasi, maupun dalam bidang 

pengabdian kepada masyarakat, sehingga membawa dampak buruk terhadap IMWI dan 

membawa gambaran negatif terhadap Institut dalam pandangan masyarakat luas (stakeholder). 

Prosedur Penjatuhan Sanksi (SOP terlampir) 

Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Sivitas Akademika dan Karyawan. 
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Penanganan pelanggaran kode etik IMWI dilaksanakan dengan berlandaskan pada prosedur 

yang ditetapkan. Secara umum penyelesaian perkara pelanggaran etika dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

a. Berkas perkara diterima melalui Rektor, kemudian Rektor menentukan apakah perkara 

yang diterima masuk ke dalam ranah akademik, kepegawaian, atau kemahasiswaan 

(non akademik), 

b. Bila perkara yang diterima merupakan pelanggaran etika yang dilakukan mahasiswa: 

1) Rektor yang membuat disposisi kepada Wakil Rektor I Akademik dan 

Kemahasiwaan yang berisi pokok perkara dimaksud dan melengkapi 

berkas/data/informasi perkara. 

2) Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan membuat disposisi kepada kepala 

bagian Kemahasiswaan/Pembimbing Akademik prodi (bergantung perkaranya: 

akademik atau non akademik) untuk mengadakan pembinaan etika kemahasiswaan. 

3) Tim Etika kemudian memanggil yang bersangkutan untuk diminta klarifikasi dan 

pembelaan diri disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara mahasiswa yang 

bersangkutan, pada hari yang ditentukan dalam undangan dengan mengundang 

pihak-pihak yang relevan. 

4) Tim Etika mengupayakan solusi terbaik dalam klarifikasi. 

5) Tim Etika mengambil kesimpulan berdasarkan hasil klarifikasi, setelah terlebih 

dahulu menetapkan perlu tidaknya klarifikasi tambahan. 

6) Kesimpulan yang dihasilkan Tim Etika dibedakan menjadi ringan, yaitu berupa 

penolakan perkara, sedang misalnya skorsing, dan berat misalnya pencabutan status 

kemahasiswaan. 

7) Kesimpulan Tim Etika disampaikan kepada Rektor, dan kepala bagian 

Kemahasiswaan/Pembimbing Akademik Prodi (bergantung perkaranya: akademik 

atau non akademik). 

8) Wakil Rektor I Akademik dan Kemahasiswaan/ Kepala bagian 

Kemahasiswaan/Pembimbing Akademik Prodi (bergantung perkaranya: akademik 

atau non akademik) berkoordinasi untuk merancang keputusan Rektor perihal 

pokok perkara yang dimaksud. 

9) Surat Keputusan Rektor dikirimkan kepada mahasiswa dimaksud, orang tua/wali, 

Pembimbing Akademik yang bersangkutan dan Kepala bagian Kemahasiswaan. 
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BAB XIV 

PEMBELAAN MAHASISWA 

Pasal 28 

Mahasiswa yang menjadi tersangka/terlapor/teradu berhak mengajukan pembelaan kepada 

Tim Etika; 

Lamanya sanksi bergantung kepada jenis sanksi/berat/ringannya dan pelanggaran dan/atau 

pertimbangan-pertimbangan lainnya. Sebelum diberikan sanksi, yang bersangkutan diberi 

kesempatan membela diri. 

Pembelaan sebagaimana dimaksud Pasal 23 di atas harus diajukan sendiri dan tidak boleh di 

wakilkan atau dikuasakan kepada orang lain sebelumnya tersangka/terlapor/teradu 

mengajukan pembelaan kepadanya, diberi kesempatan untuk berkonsultasi dengan lembaga 

kemahasiswaan dan lembaga hukum dalam batas waktu sebelum masa pembelajaran berakhir; 

Apabila setelah di panggil dengan surat resmi sebanyak maksimal 2 (dua) kali dan selambat-

lambatnya 7 hari sejak tanggal pengiriman surat panggilan terakhir tidak hadir dan tidak 

mengajukan pembelaan, maka hak pembelaannya gugur dan pemeriksaan dapat dilanjutkan; 

Bagi mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang karena tindakannya berada dalam 

tahanan Kepolisian atau Kejaksaan, Tim Etika cukup mengecek kebenaran penahanan, dan 

sangkaan atasnya, dan mahasiswa bersangkutan kehilangan hak seperti diatur dalam Pasal ini.  
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BAB XV 

PENJATUHAN SANKSI 

Pasal 29 

(1) Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan adalah: 

a. Peringatan; 

b. Pembatalan atau pengurangan mata kuliah; 

c. Denda administratif;  

d. Skorsing kegiatan akademik (antara 1 semester s/d 2 semester) 

e. Penundaan kelulusan; 

f. Diberhentikan sebagai mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

(2) Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah: 

a. Wakil Rektor 1 atas persetujuan Pimpinan Institut. 

b. Wakil Rektor 1 atas persetujuan Pimpinan Institut dan senat institute. 

c. Pimpinan Institut. 

d. Pimpinan Institut atas persetujuan senat institute. 

(3) Dasar penjatuhan sanksi oleh Pimpinan Institut adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 

yang disusun dan diajukan oleh Tim Etika. 

(4) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Program Studi atas 

persetujuan Senat Institut adalah peringatan, pembatalan atau pengurangan satu atau 

beberapa mata kuliah. 

(5) Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan dan menjadi kewenangan Pimpinan Program Studi atas 

persetujuan Senat Institut adalah hanya sanksi skorsing kegiatan akademik paling lama 1 

(satu) semester. 

(6) Jenis sanksi yang dijatuhkan menjadi kewenangan Pimpinan Institut adalah jenis sanksi 

skorsing akademik dari kegiatan 1 sampai dengan 2 semester. denda administratif, dan 

penundaan kelulusan. 

(7) Untuk jenis sanksi dalam Ayat (6) harus terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari 

Senar Program studi yang bersangkutan. 

(8) Untuk jenis anksi skorsing akademik dari kegiatan akademik lebih dari 2 semster dan 

pemberhentian sebagai mahasiswa merupakan kewenangan Institut atas persetujuan 

Senat Institut. 

Pernyataan Keberatan 

Pihak yang terkena sanksi mengajukan pernyataan keberatan dengan: 
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1) Mengajukan pernyataan keberatan dapat diajukan oleh yang bersangkutan terhadap 

sanksi yang dijatuhkan. 

2) Penyataan keberatan diajukan kepada instansi yang lebih tinggi dari pihak yang 

menjatuhkan sanksi. 

3) Pernyataan keberatan harus diajukan secara tertulis oleh yang bersangkutan selambat-

lambatnya 2 (dua) minggu setelah Surat Keputusan yang diterima. 

Rehabilitasi 

Rehabilitasi atau pengembalian nama baik dapat dilakukan apabila: 

1) Sanksi yang dijatuhkan di tingkat program studi tidak dapat diterima oleh yang 

bersangkutan karena merasa tidak bersalah. Penerima sanksi bisa mengajukan banding 

ke tingkat kelembagaan yang lebih tinggi: Institut. 

2) Ternyata pada tingkat akhir yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah pihak 

Program Studi berhak merehabilitasi nama baik yang bersangkutan dengan cara tertulis 

atau melalui publisitas. 
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BAB XVI 

KEPUTUSAN 

Pasal 30 

Sanksi yang dijatuhkan pihak berwenang dituangkan dalam keputusan format seperti 

ditentukan Pasal 27. 

Pasal 31 

Keputusan berisi: 

1) Identitas lengkap: Nama, NPM, Umur, Jenis Kelamin, Program Studi, Alamat; 

2)  Pertimbangan/konsidran  secara lengkap mengenai fakta dan alat bukti; 

3) Pasal-Pasal yang dilanggar; 

4) Isi Putusan/Petitum; 

5) Hari, tanggal, nama dan tanda tangan pejabat yang berwenag menjatuhkan sanksi. 

 

BAB XVII 

PERATURAN TAMBAHAN 

Pasal 32 

Sanksi skorsing akademik dari kegiatan akademik dianggap sama dengan cuti akademik tanpa 

izin; 

Mahasiswa yang terlibat kejahatan di luar kampus, dapat dikenakan sanksi tanpa perlu 

menunggu putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap, sejauh terdapat bukti-bukti yang 

meyakinkan yang menyatakan perbuatannya; 

Terhadap mahasiswa Institut Manajemen Wiyata Indonesia yang dipidana karena aktivitas 

politiknya tidak dengan sendirinya berakibat dijatuhkan sanksi oleh Institut Manajemen Wiyata 

Indonesia sejauh menurut bukti-bukti dan pertimbangan Pimpinan Institut tindakan mahasiswa 

tersebut tidak perlu dikenakan sanksi akademik dan/atau administratif. 
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PENUTUP 

Pedoman mengenai etika mahasiswa di lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia 

disusun dengan tujuan akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa dan bagi kelancaran kegiatan 

yang dilaksanakan di kampus Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 

Pedoman ini disusun oleh tim yang memiliki pengalaman dalam bidang akademik, bidang 

kemahasiswaan, memahami norma etika dan moral yang berlaku di kalangan Perguruan Tinggi. 

Tentu saja masih banyak hal yang belum terakomodasi, tetapi perbaikan sangat dimungkinkan. 

Semoga pedoman ini akan menambah wawasan bukan hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi 

para pendidik di lingkungan Institut Manajemen Wiyata Indonesia. 


